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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) Tahun yang memuat penyesuaian pada Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 

2025-2029, dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah 

Kabupaten Purwakarta. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan 

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik sesuai 

dengan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

sebagai unsur penunjang bidang keuangan, dengan pertimbangan potensi 

sumberdaya, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan 

dengan pengelolaan pajak daerah yang selalu dikembangkan. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Dengan 

demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat 

daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan 

yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Purwakarta. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah 

dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, 

kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan 

publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Sesuai 

dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulered), pajak 

merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 
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bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi 

dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh 

warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah 

umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara. 

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber 

dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam 

membangkitkan nilai-nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta harus diberdayakan, dengan tema 

rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang 

dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi 

dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.  

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025-2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan 

sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan 

dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan 

mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta. Sehinggga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Purwakarta harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian 

sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029 

berpedoman pada Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah, hasil evaluasi 

Renstra Badan Pendapatan Daerah periode lalu, dan hasil evaluasi Renja 

Badan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya. Berpedoman pada Reviu 

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029, bertujuan untuk 

menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok 

sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan 

Daerah, berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah 

tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan, 

bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau 

kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah dilakukan 

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan 

Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan 

Pendapatan Daerah menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pendapatan. 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2025-2029 adalah: 

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – 

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten 

dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif”; 

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / 

Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

Pelaksanaan Musrenbang Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta; 

17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;  

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025 – 2045; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. 
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21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun  2025-2029. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

memuat berbagai pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap 

tahun. Adapun maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai penyelerasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Ini digunakan sebagai 

dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan 

pembangunan khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahun dalam periode waktu 5 (tahun) 

tahun terlaksana secara optimal. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

khususnya misi 4 yaitu “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis 

digital”. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah yang jelas dalam 

upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan pemerintahan fungsi penunjang 

dalam bidang urusan keuangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga 

melalui dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025-2029, visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Purwakarta dituangkan kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD 

dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan 

visi dan misi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

 1.3 Maksud dan Tujuan 
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 1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat  

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; 

b. Sumber daya Perangkat Daerah; 

c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai 

dengan tupoksinya); 

d. Kelompok sasaran layanan. 

     2.  Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sediki  

          memuat: 

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; 

b. Isu Strategis 

 

        BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

1. Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029; 

2. Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029; 

3. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra PD Tahun 2025 – 2029; dan 

4. Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra PD Tahun 2025 – 2029. 

 

 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

1. Uraian Program 

2. Uraian Kegiatan; 

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indukatif; 

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan 

daerah; 

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 

2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 

6. Target kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah 

pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN 

PENDAPATAN DAERAH 

1. Gambaran Pelayanan Badan Pendpatan Daerah 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan pendapatan daerah. 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati 

Nomor 50 Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan 

pendapatan Daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan 

pendapatan Daerah; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah; 

d. Pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah, terdiri dari: 

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 

daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Kepala Badan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; 

c. pembinaan dan pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah; 
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d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; 

e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan 

daerah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengelola 

urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, 

keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum. 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di 

lingkungan badan; 

b. pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

perlengkapan, keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), perencanaan, 

kearsipan dan kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretaris membawahkan: 

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

3. Bidang Pendataan dan Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi Badan di Bidang Pendataan dan Penilaian. Bidang Pendataan dan 

Penilaian mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan 

Penilaian; 

b. Pelaksanaan dan penhkoordinasian di bidang Pendataan dan 

Penilaian; dan 

c. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan 

 

4. Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan 

Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pelayanan, Pengolahan 

Data, Verifikasi dan Penetapan. Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan 

Penetapan mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, 

pengolahan data, verifikasi dan penetapan;  

b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pelayanan, 

pengolahan data, verifikasi dan penetapan;  

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan analisa dan 

pengembangan terkait pelayanan, pengolahan data, verifikasi dan 

penetapan;  

d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan 

terkait pelayanan, pengolahan data, verifikasi dan penetapan;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa dan 

pengembangan terkait pelayanan, pengolahan data, verifikasi dan 

penetapan;  

f. pengelolaan administrasi di bidang pelayanan, pengolahan data, 

verifikasi dan penetapan;dan  

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan 

membawahkan: 

a. Subbidang Pelayanan dan Verifikasi 

b. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan 

5. Bidang Penagihan, Keberatan, Evaluasi dan Pelaporan  

Bidang Penagihan, Keberatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan.  

Bidang Penagihan, Keberatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 

mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, 

keberatan, pengendalian dan evaluasi pelaporan;  

b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang penagihan, 

keberatan, pengendalian dan evaluasi pelaporan;  

c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan, 

keberatan, pengendalian dan evaluasi pelaporan.  

Bidang Penagihan, Keberatan, Evaluasi dan Pelaporan membawahkan: 

a. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Banding 

b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 
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Gambar 2.1 

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 
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B. Sumber daya Perangkat Daerah 

a. Kondisi Kepegawaian 

Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta seluruhnya 

ada 74 orang dengan rincian 16 orang menduduki jabatan struktural dan sisanya 

58 orang menjalankan fungsinya sebagai staf pada bidang-bidang yang ada sesuai 

dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok 

dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Jumlah pegawai 

selengkapnya dapat dilihat pada Table 2.1 yang menunjukan jumlah pegawai 

berdasarkan golongan/ruang kepangkatan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan                                                                                                                                                                                                                                              

URAIAN PANGKAT/ 
GOLONGAN 

JUMLAH PEGAWAI 

Golongan IV 4 

Golongan III 47 

Golongan II 18 

Golongan I - 

PPPK 5 

Jumlah 74 
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Tabel 2.2 

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural 

NO Jenis 

Jabatan 
Nama Jabatan 

Jumlah 

(Orang) 

1 Eselon II Kepala Badan  

2 

Eselon III a. Sekretaris 

b. Kabid. Pendataan dan Penilaian 

c. Kabid. Pelayanan, Pengolahan Data Verifikasi dan 

    Penetapan 

d. Kabid. Penagihan, Keberatan, Evaluasi dan 

    Pelaporan 

1 

1 

1 

 

1 

3 

Eselon IV a. JF Analis Sumber Daya Manusia (SDM) 

b. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

c. Kasubid. Pendataan, penilaian PBB P2 dan BPHTB 

d. Kasubid. Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah 

Lainnya 

e. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 

f. Kasubid. Pelayanan dan Verifikasi 

g. Kasubid. Pengolahan Data dan Penetapan 

h. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 

i. Kasubid Penagihan Keberatan dan Banding 

j. Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan 

k. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Jumlah  16 

 

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten    

Purwakarta mempunyai tingkat pendidikan yang bervariatif mulai dari Jenjang SMA (Sekolah 

Menengah Atas) sampai dengan S2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA dan 

S1 merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 37 orang, kemudian pendidikan S2, D3 dan SMA 

masing-masing sebanyak 6, 16, dan 15 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

2.3 seperti dibawah ini: 
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Tabel 2.3 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah (Orang) 

1. Strata 2 (S2) 6 

2. Strata 1 (S1) 37 

3. Diploma 3 (D3) 16 

4. SLTA 15 

 Jumlah 74 

 

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai 

diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang 

telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, pengembangan kompetensi 

pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar dan bentuk-bentuk pelatihan 

lainnya. 

Selain ketersediaan sumber daya manusia yang handal, faktor sarana dan prasarana 

yang memadai dan dana yang cukup menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian 

sasaran yang telah ditentukan. 

 

b. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah 

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah yang 

berupa tanah dan bangunan kondisinya baik. Adapun sarana dan prasarana 

yangberupa peralatan dan mesin yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas 

Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 

NO NAMA BARANG 
Jumlah 
(Buah)  

Kondisi 
Umum 

1 Lemari serbaguna  2 Baik 

2 Lemari Kantor 5 Baik 

3 Lemari besi 16 Baik 

4 Kursi kerja 110 Baik 

5 Kursi besi / metal 18 Baik 

6 Kursi tamu 11 Baik 

7 Kursi susun  10 Baik 

8 Meja Kerja pegawai non sturktural  110 Baik 

9 Meja Kerja Pejabat Eselon IV  17 Baik 

10 Meja Rapat  3 Baik 

11 Meja Kerja Workstation 10 Baik 

12 Kursi Kerja Workstation 4 Baik 

13 Kursi Rapat  110 Baik 

14 Thermometer Digital 2 Baik 

15 UPS 4 Baik 

16 HDMI Video Controller 1 Baik 

17 Router 1 Baik 

18 Ethernet Adapter 3 Baik 

19 Rack Server 3 Baik 

20 Access Point  8 Baik 

21 UNVR 1 Baik 

22 IP Camera Unifi Protect Bullet  3 Baik 

23 IP Camera Unifi Dome 3 Baik 

24 Alat Face Detector 1 Baik 

25 Printer  40 Baik 

26 Laptop 30 Baik 

27 PC Komputer 48 Baik 

28 Komputer Unit /Jaringan Lainnya  2 Baik 

29 Tablet PC  3 Baik 

30 Camera  1 Baik 

31 Hard Disk 2 Baik 

32 Mesin Bor tangan 1 Baik 

33 Brandkas 1 Baik 

34 Handphone 5 Baik 

35 AC Split 31 Baik 

36 Scanner 1 Baik 

37 Mobil Station Wagon (Double cabin) 1 Baik 

38 Samsung Smart Sugnage PM 49H 
+Standing Kiosk 

2 Baik 

39 Samsung 50 Inch Smart TV 4 Baik 

40 
Wireless Heandheld Microphone 
Sistem 

1 Baik 
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NO NAMA BARANG 
Jumlah 
(Buah) 

Kondisi 
Umum 

41 Alat Pemadam/Portable 11 Baik 

42 High Pressure Cleaner 1 Baik 

43 Sepeda Motor 30 Baik 

44 Sound System 1 Baik 

45 Server 2 Baik 

46 Monitor 1 Baik 

47 Rak Besi/Metal 36 Baik 

48 Televisi 9 Baik 

49 GPS  1 Baik 

50 Filling kabinet besi 12 Baik 

51 Sofa 6 Baik 

52 Kursi tunggu 22 Baik 

53 Mesin Antrian Pelayanan 1 Baik 

54 Alat Ukur Ketinggian Digital 1 Baik 

55 Proyektor 1 Baik 

56 Lemari Es 3 Baik 

57 Switch Hub 7 Baik 

58 Wireless Accespoint 8 Baik 

59 Printer Card 2 Baik 

60 Rak Kayu 2 Baik 

61 Lemari Arsip 15 Baik 

62 Penghancur Kertas / Paper shredder 
secure 

2 Baik 
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C. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan 

tupoksinya) 

1. Pencapaian Kinerja Bapenda 

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dapat diukur dari 

ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dan 

sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Perubahan Renstra Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Ketercapaian tujuan dan sasaran 

dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra. 

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2025-2026, terdapat 2 (Dua) Indikator Sasaran yang dapat 

diukur yaitu Capaian Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. 

 

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda 

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah selain dapat diukur dari 

ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga digambarkan melalui 

kinerja anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana dapat terlihat pada 

(gambar 2.1) sebagai berikut dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

PENDAPATAN 289.450.388.000 370.398.541.317 457.976.038.906 469.983.136.020 375.892.881.297     262.710.496.935 288.599.374.510 334.757.096.815 338.792.624.235     375.892.881.297    90,76 77,9 77,92 79,98 64,38

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH
389.450.388.000 370.398.541.317 457.976.038.906 469.983.136.020 375.892.881.297     262.710.496.935 288.599.374.510 334.757.096.815 338.792.624.235     375.892.881.297    90,76 77,9 77,92 79,98 64,38

BELANJA 25.221.000.953 32.788.444.183 32.763.704.524 36.306.850.436   34.255.788.973       22.622.133.429 26.703.971.343 26.856.454.156 28.791.679.831       34.255.788.973       89,70 81,4 81,44 94,35 87,5

SURPLUS/DEFISIT 64.229.387.047 337.610.097.134 425.212.334.382 433.676.285.584 433.676.285.584     240.088.363.506 261.895.403.167 307.900.642.659 310.000.944.404     341.637.092.324    90,86 77,6 77,57 78,77 62,83

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA)

264.229.387.047 337.610.097.134 425.212.334.382 433.676.285.584 433.676.285.584     240.088.363.506 261.895.403.167 307.900.642.659 310.000.944.404     341.637.092.324    90,86 77,6 77,57 78,77 62,83

Uraian
Realisasi Anggaran pada TahunAnggaran pada tahun 

Realisasi Anggaran Tahun

(%)
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D. Kelompok sasaran layanan 

Kelompok sasaran layanan adalah pihak – pihak yang menerima manfaat langsung 

maupun tidak langsung dari program, kegiatan, dan layanan yang diberikan oleh 

Bapenda dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Kelompok sasaran 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta umumnya 

mencakup beberapa kategori, antara lain: 

1. Wajib Pajak, Individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak 

seperti: 

a. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 

b. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

c. Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

d. Wajib Pajak Pajak Reklame 

e. Wajib Pajak Pajak Air Tanah 

f. Wajib Pajak MBLB 

g. Wajib Pajak Sarang Burung Walet 

h. Wajib Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 

i. Wajib Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

2. Pelaku Usaha, Pengusaha dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan 

layanan terkait perizinan, pajak dan retribusi. 

3. Masyarakat Umum, Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai 

kewajiban perpajakan, layanan publik, dan program-program yang disediakan 

oleh Bapenda. 

4. Instansi Pemerintah dan Lembaga, Instansi lain yang membutuhkan kerjasama 

dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.  

5. Investor, Individu atau perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di wilayah 

Kabupaten Purwakarta dan membutuhkan informasi terkait peraturan dan pajak. 

Mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta terdiri 

dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan 

peningkatan pendapatan daerah. Meskipun daftar mitra dapat berubah dan 

bervariasi seiring waktu, umumnya mitra tersebut mencakup: 

1. Instansi Pemerintah Daerah. Ada 10 perangkat daerah penghasil (selain Badan 

Pendapatan Daerah) Pendapatan Asli Daerah 

2. Bank dan Lembaga Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan 

retribusi, seperti bank pemerintah daerah, bank pemerintah, kantor pos, e-

commerce dll 

3. Perusahaan Umum Negara yang terlibat dan masuk dalam pelayanan 

perpajakan dan retribusi 
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4. Perusahaan Swasta yang mungkin terlibat dalam program kerjasama 

pengelolaan pajak atau layanan pembayaran atau bahkan sebagai wajib pajak 

5. Organisasi Masyarakat yang berperan dalam sosialisasi dan edukasi tentang 

pajak kepada masyarakat. 

 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan berbagai dukungan kepada 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam upaya meningkatkan pendapatan 

daerah. Berikut beberapa bentuk dukungan yang umumnya diberikan oleh BUMD: 

1. Penyediaan Data dan Informasi, BUMD dapat membantu Bapenda dengan 

menyediakan data dan informasi terkait dengan potensi pendapatan yang dapat 

diperoleh dari sektor yang dikelola oleh BUMD, seperti pajak dari sektor usaha, 

retribusi, dan lain-lain. 

2. Sosialisasi dan Edukasi, BUMD dapat membantu dalam sosialisasi mengenai 

kewajiban perpajakan dan retribusi kepada masyarakat dan pelaku usaha, 

sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. 

3. Inovasi dan Digitalisasi, BUMD dapat berperan dalam pengembangan sistem 

pembayaran pajak yang lebih efisien dan modern, termasuk melalui aplikasi 

atau platform digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan 

transaksi. 

4. Kemitraan Strategis, BUMD dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta 

dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan 

kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan 

daerah. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan 

pajak dan retribusi serta membantu Bapenda dalam mencapai target 

pendapatan daerah. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta menjalin berbagai 

kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, 

memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pajak. Berikut mengenai kerja sama Bapenda Kabupaten Purwakarta 

dengan beberapa mitra kerja sama: 

1. Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Daerah 

Bapenda Kabupaten Purwakarta berkolaborasi dengan berbagai instansi 

pemerintah daerah, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi 

pendapatan dari sektor-sektor terkait. Misalnya, Dinas Perhubungan 

membantu dalam pengumpulan retribusi parkir dan angkutan umum, 
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sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam 

pengawasan dan pemungutan retribusi pasar dari aktivitas perdagangan. 

2. Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan 

Bapenda juga menjalin kerja sama dengan bank-bank lokal untuk memfasilitasi 

sistem pembayaran pajak yang lebih efisien. Melalui kemitraan ini, masyarakat 

dapat melakukan pembayaran pajak secara online atau melalui teller bank, 

sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. 

Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga 

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. 

3. Kemitraan dengan Sektor Swasta 

Bapenda bekerja sama dengan sektor swasta, baik dalam bentuk sponsorship 

maupun program kemitraan. Perusahaan-perusahaan lokal sering kali 

berpartisipasi dalam program program yang diselenggarakan oleh Bapenda, 

seperti sosialisasi pajak dan edukasi kepada masyarakat. Kerja sama ini 

bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak 

dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. 

4. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat 

Bapenda juga menggandeng organisasi masyarakat untuk meningkatkan 

sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Melalui seminar, 

workshop, dan kegiatan masyarakat lainnya, Bapenda dapat menjangkau lebih 

banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pajak dan 

retribusi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak. 

 

2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah 

A. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah 

Beberapa permasalahan yang merupakan tantangan yang dihadapi Bapenda 

Kabupaten Purwakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam upaya 

meningkatkan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta melakukan pendataan secara efektif 

sehingga tersedia database pajak daerah dan retribusi daerah yang akurat; 

2. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengintensifkan sosialisasi atau 

penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan 

(Peraturan Daerah) terkait pajak daerah dan retribusi daerah; 

3. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta menegakkan aturan bagi pegawai 

maupun masyarakat yang melanggar aturan; 
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4. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta membangun kerjasama dengan 

pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah; 

5. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pegawai baik 

PNS maupun Non PNS; 

6. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengoptimalkan kooordinasi intern 

maupun dengan instansi-instansi terkait (ekstern) untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah; 

7. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan sarana dan prasarana 

kerja; 

8. Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah). 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, faktor-faktor yang menjadi 

kunci keberhasilan sangat perlu dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Purwakarta 

kedepan agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsinya 

dalam bidang pendapatan pajak daerah, antara lain sebagai berikut : 

a. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat atau Wajib Pajak secara 

berkelanjutan baik melalui media massa, media sosial, atau seminar tentang 

arti pentingannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda 

pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purwakarta; 

b. Mengoptimalkan potensi pegawai Bapenda Kabupaten Purwakarta yang ada, 

dalam rangka penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak (penegakan 

sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati,DPRD dan Instansi-

instansi penegak hukum; 

c. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan pajak daerah, 

sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah 

d. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia aparatur 

pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam 

bentuk database potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam 

menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target 

penerimaan pajak daerah, bisa melalui kajian atau studi bekerjasama dengan 

institusi atau lembaga kajian; 

e. Mengefektifkan penggunaan SIP-PBB, SIP-BPHTB, SIMPATDA, SIP-

RETRIBUSI, MAPAG BUMI, E-BPHTB, E-SPTPD dalam optimalisasi 

peningkatan pajak daerah; 

f. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau Wajib 

Pajak dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 

g. Proyeksi penguatan pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19. 

 

B. Isu Strategis 

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, 

analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis 

aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025 - 2029 yaitu: "PURWAKARTA ISTIMEWA" . 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan 

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai 

berikut, yaitu: 

1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkarakter dan 

merata di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup 

dan kebencanaan, serta memperkuat ketahanan energi dan pangan yang 

berkelanjutan. 

2) Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekoknomi yang 

kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal yang berdaya saing. 

3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif dan efisien. 

 

C. Penentu Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau ditanggapi untuk merumuskan tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah dimasa yang akan datang, karena dampaknya yang signifikan 

bagi daerah. Kondisi atau suatu kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan 

yang apabila tidak diantisiapsi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang. 

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara 

matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan 
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pengelolaan keuangan daerah khususnya pelaksanaan pengelolaan pendapatan 

daerah (pajak daerah) yang tertib taat peraturan perundang-undangan, transparan 

dan bertanggung jawab. 

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang 

diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, 

termasuk pula stakeholder yang meliputi Bupati, DPRD, Dinas/instansi terkait dan 

inspektorat. 

Ekspektasi (harapan) mitra kerja internal dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sebagai koordinator unit 

yang melakukan pemungutan dalam menghimpun Pendapatan Daerah; 

b. Tersedianya dukungan dari Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah serta 

Pimpinan Daerah yang kuat dalam menjalankan visi, misi, serta tugas pokok dan 

fungsi Bapenda Kabupaten Purwakarta; 

c. Pemahaman dan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-

masing bidang dan sekretariat guna mewujudkan pegawai yang berkualitas dan 

disiplin; 

d. Peningkatan kesejahteraan pegawai; 

e. Mengoptimalkan perencanaan dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan tata 

kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel serta kualitas 

pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 

f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan 

tugas; 

g. Mengoptimalkan basis data (database) pajak daerah yang dapat digunakan 

sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

h. Mengoptimalkan sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan 

masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta 

pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Ekspektasi (harapan) mitra kerja eksternal dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten yang strategis letaknya, potensi 

bertambahnya Wajib Pajak cukup terbuka; 

b. Mengembangkan investasi serta memajukan dari segi pariwisata sehingga 

memperkenalkan wisata di Kabupaten Purwakarta sehingga menjadi potensi 

dalam meningkatkan Pendapatan Daerah; 

c. Kualitas pelayanan dalam pemberian informasi dengan pemanfaatan teknologi 

informatika yang transparan, cepat, dan lengkap mengenai pendapatan pajak 

daerah; 
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d. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak memberi beban 

kepada masyarakat; 

e. Transparansi Pembangunan Daerah dari hasil pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

f. Kondisi perekonomian yang stabil, baik yang berskala nasional maupun 

internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah. 

Ekspektasi (harapan) stakeholders Bapenda Kabupaten Purwakarta sebagai berikut: 

a. Terwujudnya pegawai yang professional; 

b. Penggunaan anggaran yang jujur dan bertanggung jawab; 

c. Transparan, cepat dan aktual dalam pemberian informasi; 

d. Peningkatan tertib administrasi pendapatan daerah (pajak daerah); 

e. Peningkatan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya; 

f. Peningkatan Pendapatan Daerah yang sesuai dengan regulasi dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN 

DAERAH 

1. Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu 

strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah. Tujuan merupakan 

penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan 

analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapai visi 

dan misi keempat Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan adalah: 

“Meningkatnya Optimalisasi Pendapatan Daerah yang Berkelanjutan, Transparan 

dan Akuntabel” 

 

2. Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029 

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam implementasi program/kegiatan yang 

disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari 

program/kegiatan).  
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Tabel 3.1 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan DaerahKabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran 
Target Pada Tahun 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Meningkatnya Optimalisasi 
Pendapatan Daerah yang 
Berkelanjutan, Transparan dan 
Akuntabel 

  

Capaian SAKIP Perangkat 
Daerah 

82,70 82,80 82,90 83,00 83,10 83,20 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 

Meningkatnya Akuntabilitas 
dan Pelayanan Publik 
Perangkat Daerah 

Capaian SAKIP Perangkat 
Daerah 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

79,20 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 

Meningkatnya Efektifitas 
Pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentasi Realisas PAD 
terhadap Pendapatan 
Daerah 

24,42 24,50 24,58 24,66 24,75 24,85 

Rasio Deviasi 
Perencanaan dan Realisasi 
Pendapatan Daerah 

18,34 18,00 17,90 17,60 17,30 17,00 
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3. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 

Strategi merupakan langkah–langkah atau cara untuk mencapai tujuan dan mengatasi 

persoalan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Cara atau 

langkah tersebut dirumuskan lebih bersifat makro bila dibandingkan dengan "teknik" yang 

lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara 

mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program. 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk 

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran 

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi 

pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana Badan Pendapatan Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan 

efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, 

sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Dalam konteks Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi 

pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga 

mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan peningkatan 

penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam  penyusunannya,  strategi  pembangunan.
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Tabel 3.2 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Visi : PURWAKARTA ISTIMEWA 

Misi : Misi 4 :  Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan 

Berintegritas Serta Pelayanan Publik yang Inovatif, Efeketif, Efisien, dan Berbasis Digital 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya Optimalisasi 

Pendapatan Daerah yang 

Berkelanjutan , 

Transparan dan Akuntabel 

Meningkatnya Akuntabilitas 

dan Pelayanan Publik 

Perangkat Daerah 

Meningkatkan Tata 

Kelola Pemerintah dan 

Pelayanan Publik yang 

Efektif, Akuntabel, 

Berintegritas dan 

Berbasis Digital 

Penigkatan Capaian 

Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

 Meningkatnya Efektifitas 

Pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah 

 Peningkatan 

Kepuasan 

Masyarakat melalui 

pelayanan Publik 

berbasis Inovasi dan 

Digitalisasi 

 Pengembangan dan 

pemanfaatan potensi 

pendapatan asli 

daerah secara 

maksimal 

Peningkatan 

ekstensifikasi dan 

intensifikasi 

penerimaan pajak 

serta pendapatan 

daerah lainnya 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan 

tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, 

ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian program yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

yang terukur pada suatu program. 

Pengelompokan program-program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan 

Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

  
BIDANG URUSAN / PROGRAM 
/ OUTCOME / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR 

OUTCOME / 
OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARG
ET 

PAGU TARGE
T 

PAGU TARG
ET 

PAGU TARG
ET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

5.02 -  KEUANGAN 
      

38.365.796.599 
  

42.704.917.310 
  

43.102.902.669 
  

43.513.263.671 
  

43.566.555.674 

5.02.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA       34.027.587.099   38.366.707.810   38.764.693.169   39.175.054.171   39.228.346.174 

Terlaksananya dukungan 
manajemen dan pelayanan 
penunjang urusan pemerintahan 
secara efektif dan efisien. 

Capaian realisasi 
keuangan 
Perangkat Daerah 
(%) 

0,94 0,94 

34.027.587.099 

0,94 

38.366.707.810 

0,94 

38.764.693.169 

0,94 

39.175.054.171 

0,94 

39.228.346.174 

Persentase Barang 
Milik Daerah (BMD) 
yang berfungsi 
optimal (%) 

79,20 81,00 82,00 83,00 84,00 86,00 

5.02.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat Daerah       31.515.000   31.515.000   31.515.000   31.515.000   31.515.000 

Jumlah Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah yang 
Disusun 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD (Dokumen) 

1 1 31.515.000 1 31.515.000 1 31.515.000 1 31.515.000 1 31.515.000 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
(Laporan) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 

1 1 1 1 1 1 
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Realisasi 
Kinerja SKPD 
(Laporan) 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 
(Dokumen) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen DPA-
SKPD 
(Dokumen) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah  
(Dokumen) 

2 2 2 2 2 2 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD (Dokumen) 

1 1 1 1 1 1 

5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

      7.221.000   7.221.000   7.221.000   7.221.000   7.221.000 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah  
(Dokumen) 

2 2 7.221.000 2 7.221.000 2 7.221.000 2 7.221.000 2 7.221.000 

5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD       

4.125.000 

  

4.125.000 

  

4.125.000 

  

4.125.000 

  

4.125.000 

Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 
(Dokumen) 

1 1 4.125.000 1 4.125.000 1 4.125.000 1 4.125.000 1 4.125.000 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 
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5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

      3.983.000   3.983.000   3.983.000   3.983.000   3.983.000 

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD (Dokumen) 

1 1 3.983.000 1 3.983.000 1 3.983.000 1 3.983.000 1 3.983.000 

5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi 
dan Penyusunan DPA-SKPD 

      

4.101.000 

  

4.101.000 

  

4.101.000 

  

4.101.000 

  

4.101.000 

Tersedianya Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen DPA-
SKPD 
(Dokumen) 

1 1 4.101.000 1 4.101.000 1 4.101.000 1 4.101.000 1 4.101.000 

5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi 
dan Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD       

3.961.000 

  

3.961.000 

  

3.961.000 

  

3.961.000 

  

3.961.000 

Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan DPA-
SKPD (Dokumen) 

1 1 3.961.000 1 3.961.000 1 3.961.000 1 3.961.000 1 3.961.000 

5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

      4.023.000   4.023.000   4.023.000   4.023.000   4.023.000 

Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 
(Laporan) 

1 1 4.023.000 1 4.023.000 1 4.023.000 1 4.023.000 1 4.023.000 
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5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah       

4.101.000 

  

4.101.000 

  

4.101.000 

  

4.101.000 

  

4.101.000 

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
(Laporan) 

1 1 4.101.000 1 4.101.000 1 4.101.000 1 4.101.000 1 4.101.000 

5.02.01.2.02 - Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah       

23.154.813.718 

  

27.493.934.429 

  

27.891.919.788 

  

28.302.280.790 

  

28.355.572.793 

Jumlah Dokumen Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 
yang Disusun 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

1 1 

23.154.813.718 

1 

27.493.934.429 

1 

27.891.919.788 

1 

28.302.280.790 

1 

28.355.572.793 

Jumlah Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 
(Dokumen) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

60 80 80 80 80 80 

5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

      

23.126.132.718 

  

27.465.253.429 

  

27.863.238.788 

  

28.273.599.790 

  

28.326.891.793 

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

60 80 23.126.132.718 80 27.465.253.429 80 27.863.238.788 80 28.273.599.790 80 28.326.891.793 

5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

      4.111.000   4.111.000   4.111.000   4.111.000   4.111.000 
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(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

Tersedianya Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 
(Laporan) 

1 1 4.111.000 1 4.111.000 1 4.111.000 1 4.111.000 1 4.111.000 

5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan 
dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan 
Pemeriksaan 

      3.755.000   3.755.000   3.755.000   3.755.000   3.755.000 

Tersedianya Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 
(Dokumen) 

1 1 3.755.000 1 3.755.000 1 3.755.000 1 3.755.000 1 3.755.000 

5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

      20.815.000   20.815.000   20.815.000   20.815.000   20.815.000 

Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran 
SKPD (Laporan) 

1 1 20.815.000 1 20.815.000 1 20.815.000 1 20.815.000 1 20.815.000 

5.02.01.2.03 - Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah       

17.114.000 

  

17.114.000 

  

17.114.000 

  

17.114.000 

  

17.114.000 

Jumlah Dokumen Administrasi 
BMD Perangkat Daerah yang 
Disusun 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 
(Dokumen) 

1 1 

17.114.000 

1 

17.114.000 

1 

17.114.000 

1 

17.114.000 

1 

17.114.000 

Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 
(Dokumen) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik 
Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

1 1 1 1 1 1 
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Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

1 1 1 1 1 1 

5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan Barang 
Milik 
Daerah SKPD 

      2.737.000   2.737.000   2.737.000   2.737.000   2.737.000 

Tersedianya Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 
(Dokumen) 

1 1 2.737.000 1 2.737.000 1 2.737.000 1 2.737.000 1 2.737.000 

5.02.01.2.03.0002 - 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Terlaksananya Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 
(Dokumen) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

      9.861.000   9.861.000   9.861.000   9.861.000   9.861.000 

Terlaksananya Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 
Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik 
Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

1 1 9.861.000 1 9.861.000 1 9.861.000 1 9.861.000 1 9.861.000 

5.02.01.2.03.0006 - 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD       

4.516.000 

  

4.516.000 

  

4.516.000 

  

4.516.000 

  

4.516.000 

Terlaksananya Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 
(Laporan) 

1 1 4.516.000 1 4.516.000 1 4.516.000 1 4.516.000 1 4.516.000 

5.02.01.2.05 - Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

      

50.000.000 

  

50.000.000 

  

50.000.000 

  

50.000.000 

  

50.000.000 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

Jumlah Laporan Adminstrasi 
Kepegawaian yang Disusun 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 
(Paket) 

1 1 

50.000.000 

1 

50.000.000 

1 

50.000.000 

1 

50.000.000 

1 

50.000.000 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

10 10 10 10 10 10 
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Jumlah Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 
(Dokumen) 

1 1 1 1 1 1 

5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan 
Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

      

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 
(Paket) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 
(Dokumen) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

      50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000   50.000.000 

Terlaksananya Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan  (Orang) 

10 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 

5.02.01.2.06 - Administrasi 
Umum Perangkat Daerah       

1.291.448.325 

  

1.291.448.325 

  

1.291.448.325 

  

1.291.448.325 

  

1.291.448.325 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah yang Disusun 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3 3 

1.291.448.32
5 

3 

1.291.448.32
5 

3 

1.291.448.32
5 

3 

1.291.448.32
5 

3 

1.291.448.32
5 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 
(Dokumen) 

12 12 12 12 12 12 

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 
(Dokumen) 

  2 2 2 2 2 
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Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 
(Dokumen) 

12 12 12 12 12 12 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 
(Laporan) 

12 12 12 12 12 12 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

12 12 12 12 12 12 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 
(Paket) 

3 3 3 3 3 3 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3 3 3 3 3 3 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

1 1 1 1 1 1 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

      20.478.000   20.478.000   20.478.000   20.478.000   20.478.000 

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

1 1 20.478.000 1 20.478.000 1 20.478.000 1 20.478.000 1 20.478.000 

5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
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5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

      

29.408.000 

  

29.408.000 

  

29.408.000 

  

29.408.000 

  

29.408.000 

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan (Paket) 

1 1 29.408.000 1 29.408.000 1 29.408.000 1 29.408.000 1 29.408.000 

5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

      

847.576.425 

  

847.576.425 

  

847.576.425 

  

847.576.425 

  

847.576.425 

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

3 3 847.576.425 3 847.576.425 3 847.576.425 3 847.576.425 3 847.576.425 

5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 
(Paket) 

3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

      6.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000   6.000.000 

Tersedianya Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 
(Dokumen) 

12 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 12 6.000.000 

5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi 
Kunjungan Tamu       

59.000.000 

  

59.000.000 

  

59.000.000 

  

59.000.000 

  

59.000.000 

Terlaksananya Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 
(Laporan) 

12 12 59.000.000 12 59.000.000 12 59.000.000 12 59.000.000 12 59.000.000 

5.02.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

      

173.786.400 

  

173.786.400 

  

173.786.400 

  

173.786.400 

  

173.786.400 

Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD (Laporan) 

12 12 173.786.400 12 173.786.400 12 173.786.400 12 173.786.400 12 173.786.400 
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5.02.01.2.06.0010 - 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD       

35.199.500 

  

35.199.500 

  

35.199.500 

  

35.199.500 

  

35.199.500 

Terlaksananya Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 
(Dokumen) 

12 12 35.199.500 12 35.199.500 12 35.199.500 12 35.199.500 12 35.199.500 

5.02.01.2.06.0011 - Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD       120.000.000   120.000.000   120.000.000   120.000.000   120.000.000 

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 
(Dokumen) 

  2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 2 120.000.000 

5.02.01.2.07 - Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

      875.859.000   875.859.000   875.859.000   875.859.000   875.859.000 

Jumlah Dokumen Pengadaan 
BMD yang Disusun 

Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan (Unit) 

1 1 875.859.000 1 875.859.000 1 875.859.000 1 875.859.000 1 875.859.000 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

  Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan (Unit) 

1 1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

1 1 1 1 1 1 
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yang Disediakan 
(Unit) 

5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan 
Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

      408.455.000   408.455.000   408.455.000   408.455.000   408.455.000 

Tersedianya Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan (Unit) 

1 1 408.455.000 1 408.455.000 1 408.455.000 1 408.455.000 1 408.455.000 

5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan 
Mebel       

56.487.000 

  

56.487.000 

  

56.487.000 

  

56.487.000 

  

56.487.000 

Tersedianya Mebel Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan (Unit) 

1 1 56.487.000 1 56.487.000 1 56.487.000 1 56.487.000 1 56.487.000 

5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

      

410.917.000 

  

410.917.000 

  

410.917.000 

  

410.917.000 

  

410.917.000 

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 
(Unit) 

1 1 410.917.000 1 410.917.000 1 410.917.000 1 410.917.000 1 410.917.000 

5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Tersedianya Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      0   0   0   0   0 

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

      0   0   0   0   0 

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
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5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah       

7.929.767.056 

  

7.929.767.056 

  

7.929.767.056 

  

7.929.767.056 

  

7.929.767.056 

Jumlah Penyediaan Jasa 
Penunjang Kantor yang 
Dibutuhkan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 
(Laporan) 

1 1 7.929.767.05
6 

1 7.929.767.05
6 

1 7.929.767.05
6 

1 7.929.767.05
6 

1 7.929.767.05
6 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan 
Listrik yang 
Disediakan 
(Laporan) 

12 12 12 12 12 12 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 
(Laporan) 

12 12 12 12 12 12 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

      

16.414.000 

  

16.414.000 

  

16.414.000 

  

16.414.000 

  

16.414.000 

Terlaksananya Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 
(Laporan) 

1 1 16.414.000 1 16.414.000 1 16.414.000 1 16.414.000 1 16.414.000 

5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik       

628.728.000 

  

628.728.000 

  

628.728.000 

  

628.728.000 

  

628.728.000 

Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan 
Listrik yang 
Disediakan 
(Laporan) 

12 12 628.728.000 12 628.728.000 12 628.728.000 12 628.728.000 12 628.728.000 

5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 

      

7.284.625.056 

  

7.284.625.056 

  

7.284.625.056 

  

7.284.625.056 

  

7.284.625.056 

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 
(Laporan) 

12 12 7.284.625.056 12 7.284.625.056 12 7.284.625.056 12 7.284.625.056 12 7.284.625.056 

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      677.070.000   677.070.000   677.070.000   677.070.000   677.070.000 
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Jumlah Laporan Pemeliharaan 
BMD yang Dibutuhkan 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara (Unit) 

10 10 677.070.000 10 677.070.000 10 677.070.000 10 677.070.000 10 677.070.000 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan 
dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajak 
dan Perizinannya 
(Unit) 

40 40 40 40 40 40 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi (Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi (Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi (Unit) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  
(Unit) 

50 50 50 50 50 50 

5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

      27.500.000   27.500.000   27.500.000   27.500.000   27.500.000 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan 
dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

1 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 1 27.500.000 
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5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

      214.900.000   214.900.000   214.900.000   214.900.000   214.900.000 

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajak 
dan Perizinannya 
(Unit) 

40 40 214.900.000 40 214.900.000 40 214.900.000 40 214.900.000 40 214.900.000 

5.02.01.2.09.0005 - 
Pemeliharaan Mebel       

23.500.000 

  

23.500.000 

  

23.500.000 

  

23.500.000 

  

23.500.000 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

Terlaksananya Pemeliharaan 
Mebel 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara (Unit) 

10 10 23.500.000 10 23.500.000 10 23.500.000 10 23.500.000 10 23.500.000 

5.02.01.2.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya       

236.660.000 

  

236.660.000 

  

236.660.000 

  

236.660.000 

  

236.660.000 

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  
(Unit) 

50 50 236.660.000 50 236.660.000 50 236.660.000 50 236.660.000 50 236.660.000 

5.02.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

      174.510.000   174.510.000   174.510.000   174.510.000   174.510.000 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi (Unit) 

1 1 174.510.000 1 174.510.000 1 174.510.000 1 174.510.000 1 174.510.000 

5.02.01.2.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

      0   0   0   0   0 
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Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi (Unit) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.01.2.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      0   0   0   0   0 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi (Unit) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.04 - PROGRAM 
PENGELOLAAN PENDAPATAN 
DAERAH       

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

Meningkatnya penerimaan 
pendapatan asli daerah (PAD) 
secara optimal dan 
berkelanjutan melalui sistem 
pemungutan yang efektif, 
transparan, dan akuntabel. 

Rasio retribusi 
daerah (%) 

4,53 5,14 

4.338.209.50
0 

5,24 

4.338.209.50
0 

5,35 

4.338.209.50
0 

5,45 

4.338.209.50
0 

6,00 

4.338.209.50
0 

Rasio Pajak daerah 
(%) 

49,84 50,84 50,94 51,00 52,00 53,00 

Rasio PAD (%) 24,42 24,58 24,66 24,75 24,85 25,00 

Rasio Ketertagihan 
Piutang Pajak 
Daerah (%) 

5,50 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 

Persentase 
capaian PAD (%) 

83,40 84,00 84,20 84,50 84,75 85,00 

Deviasi realisasi 
PAD terhadap 
anggaran PAD 
dalam APBD (%) 

18,34 17,90 17,60 17,30 17,00 16,80 

5.02.04.2.01 - Kegiatan 
Pengelolaan Pendapatan 
Daerah       

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

  

4.338.209.500 

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 
Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Analis Pajak 
Daerah serta 
Pengembangan 
Pajak Daerah dan 

1 1 4.338.209.50
0 

1 4.338.209.50
0 

1 4.338.209.50
0 

1 4.338.209.50
0 

1 4.338.209.50
0 
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Kebijakan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Penagihan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

452.600 452.600 
452.6

00 
452.600 

452.6
00 

452.6
00 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pemeriksaan 
serta Pengendalian 
dan Pengawasan 
Pajak Daerah 
(Dokumen ) 

40 40 40 40 40 40 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

  Jumlah Dokumen 
Hasil Penyelesaian 
Keberatan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

300 300 

  

  

  

300 

  

300 

  

300 

  

Jumlah Data 

Pelaporan Pajak 
Daerah yang Telah 
Dilakukan 
Penelitian dan 
Verifikasi 
(Dokumen 
) 

452.600 452.600 452.6
00 

452.600 452.6
00 

452.6
00 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan Pajak 
Daerah (Unit) 

6 6 6 6 6 6 

Jumlah Objek 
Pajak yang 
Disesuaikan NJOP 
nya (Obyek 
Pajak ) 

400 60.575 500 500 500 500 

Jumlah Dokumen 
Rencana 
Pengelolaan Pajak 
Daerah 
(Dokumen ) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Dokumen 
Ketetapan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

452.600 452.600 452.6
00 

452.600 452.6
00 

452.6
00 

Jumlah Layanan 
dan Konsultasi 
Pajak Daerah 
(Layanan) 

12 12 12 12 12 12 

Jumlah Laporan 
Perkembangan 
Elektronifikasi 
Transaksi 
Pemerintah Daerah 
(Laporan) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Penyuluhan dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 
Daerah (Laporan ) 

1 1 1 1 1 1 
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Jumlah Laporan 
Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis 
Data Pajak Daerah 
(Laporan) 

1 1 1 1 1 1 

Jumlah Laporan 
Hasil Pendataan 
dan Pendaftaran 
Objek Pajak 
Daerah, Subjek 
Pajak dan Wajib 
Pajak Daerah 
(Laporan) 

8 8 8 8 8 8 

Jumlah Laporan 
Hasil Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pengelolaan 
Retribusi Daerah 
(Laporan) 

4 4 4 4 4 4 

5.02.04.2.01.0001 - 
Perencanaan Pengelolaan Pajak 
Daerah       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Tersedianya Rencana 
Pengelolaan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen 
Rencana 
Pengelolaan Pajak 
Daerah 
(Dokumen ) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan 
Pengembangan Pajak Daerah, 
serta 
Penyusunan Kebijakan Pajak 
Daerah 

      34.563.000   34.563.000   34.563.000   34.563.000   34.563.000 

Tersedianya Hasil Analis Pajak 
Daerah serta Terlaksananya 
Pengembangan Pajak Daerah 
dan Kebijakan Pajak 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Analis Pajak 
Daerah serta 
Pengembangan 
Pajak Daerah dan 
Kebijakan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

1 1 34.563.000 1 34.563.000 1 34.563.000 1 34.563.000 1 34.563.000 

5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan 
dan Penyebarluasan Kebijakan 
Pajak Daerah 

      

57.986.000 

  

57.986.000 

  

57.986.000 

  

57.986.000 

  

57.986.000 

Terlaksananya Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan Pajak 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Penyuluhan dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 
Daerah (Laporan ) 

1 1 57.986.000 1 57.986.000 1 57.986.000 1 57.986.000 1 57.986.000 
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5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan 
Sarana 
dan Prasarana Pengelolaan 
Pajak Daerah       168.226.000   168.226.000   168.226.000   168.226.000   168.226.000 

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan Pajak 
Daerah 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pengelolaan Pajak 
Daerah (Unit) 

6 6 168.226.000 6 168.226.000 6 168.226.000 6 168.226.000 6 168.226.000 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

5.02.04.2.01.0005 - Pendataan 
dan Pendaftaran Objek Pajak 
Daerah       

412.340.000 

  

412.340.000 

  

412.340.000 

  

412.340.000 

  

412.340.000 

Tersedianya Data Objek Pajak, 
Subjek Pajak dan Wajib Pajak 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Pendataan 
dan Pendaftaran 
Objek Pajak 
Daerah, Subjek 
Pajak dan Wajib 
Pajak Daerah 
(Laporan) 

8 8 412.340.000 8 412.340.000 8 412.340.000 8 412.340.000 8 412.340.000 

5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan 
Basis Data 
Pajak Daerah       300.000.000   300.000.000   300.000.000   300.000.000   300.000.000 

Terlaksananya Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan 
Basis Data 
Pajak Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis 
Data Pajak Daerah 
(Laporan) 

1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 

5.02.04.2.01.0007 - Penilaian 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
(PBBP2) serta Bea Perolehan 
Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

      747.000.000   747.000.000   747.000.000   747.000.000   747.000.000 

Terpenuhinya Jumlah Objek 
Pajak yang Disesuaikan NJOP 
nya 

Jumlah Objek 
Pajak yang 
Disesuaikan NJOP 
nya (Obyek 
Pajak ) 

400 60.575 747.000.000 500 747.000.000 500 747.000.000 500 747.000.000 500 747.000.000 
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5.02.04.2.01.0008 - Penetapan 
Wajib Pajak Daerah       

165.432.000 

  

165.432.000 

  

165.432.000 

  

165.432.000 

  

165.432.000 

Tersedianya Dokumen 
Ketetapan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen 
Ketetapan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

452.600 452.600 165.432.000 452.6
00 

165.432.000 452.600 165.432.000 452.6
00 

165.432.000 452.6
00 

165.432.000 

5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan 
dan Konsultasi Pajak Daerah 

      

339.641.000 

  

339.641.000 

  

339.641.000 

  

339.641.000 

  

339.641.000 

Tersedianya Layanan dan 
Konsultasi Pajak Daerah 

Jumlah Layanan 
dan Konsultasi 
Pajak Daerah 
(Layanan) 

12 12 339.641.000 12 339.641.000 12 339.641.000 12 339.641.000 12 339.641.000 

5.02.04.2.01.0010 - Penelitian 
dan Verifikasi Data Pelaporan 
Pajak Daerah       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

Terlaksananya Penelitian dan 
Verifikasi Data Pelaporan Pajak 
Daerah 

Jumlah Data 
Pelaporan Pajak 
Daerah yang Telah 
Dilakukan 
Penelitian dan 
Verifikasi 
(Dokumen 
) 

452.600 452.600 0 452.6
00 

0 452.600 0 452.6
00 

0 452.6
00 

0 

5.02.04.2.01.0011 - Penagihan 
Pajak Daerah       

1.893.721.500 

  

1.893.721.500 

  

1.893.721.500 

  

1.893.721.500 

  

1.893.721.500 

Terlaksananya Penagihan Pajak 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Penagihan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

452.600 452.600 1.893.721.500 
452.6

00 
1.893.721.500 452.600 1.893.721.500 

452.6
00 

1.893.721.500 
452.6

00 
1.893.721.500 

5.02.04.2.01.0012 - 
Penyelesaian Keberatan Pajak 
Daerah       

49.300.000 

  

49.300.000 

  

49.300.000 

  

49.300.000 

  

49.300.000 

Terlaksananya Penyelesaian 
Keberatan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyelesaian 
Keberatan Pajak 
Daerah (Dokumen) 

300 300 49.300.000   49.300.000 300 49.300.000 300 49.300.000 300 49.300.000 

5.02.04.2.01.0013 - 
Pengendalian, Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah 

      65.000.000   65.000.000   65.000.000   65.000.000   65.000.000 

Terlaksanannya Pemeriksaan 
serta Pengendalian dan 
Pengawasan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pemeriksaan 
serta Pengendalian 
dan Pengawasan 
Pajak Daerah 
(Dokumen ) 

40 40 65.000.000 40 65.000.000 40 65.000.000 40 65.000.000 40 65.000.000 
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5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan 
dan Pengawasan Pengelolaan 
Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah       105.000.000   105.000.000   105.000.000   105.000.000   105.000.000 

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan 
Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pengelolaan 
Retribusi Daerah 
(Laporan) 

4 4 105.000.000 4 105.000.000 4 105.000.000 4 105.000.000 4 105.000.000 

5.02.04.2.01.0015 - 
Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah       

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 

Terlaksananya Upaya 
Mengubah Transaksi Tunai 
Menjadi Non Tunai 

Jumlah Laporan 
Perkembangan 
Elektronifikasi 
Transaksi 
Pemerintah Daerah 
(Laporan) 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
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Tabel 4.2 

Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

 

 

NO 

 

INDIKATOR 

 

SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 2024 

TARGET TAHUN  

KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1. 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan 

Pendapatan Daerah 

         

2. Capaian Sakip Perangkat Daerah Poin 82,7 82,8 82,9 83 83,1 83,2 83,3 
 

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 77 78 79 80 81 82 83  

4. Persentase PAD terhadap Pendapatan 

Daerah 

Persentase 24,42 24,5 24,58 24,66 24,75 24,85 25  

5. Deviasi realisasi PAD terhadap 

anggaran PAD dalam APBD 
% 18,34 18 17,9 17,6 17,3 17 16,8 
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Tabel 4.3 

Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

 

INDIKATOR SATUAN RUMUS INDIKATOR 
SUMBER 

INDIKATOR 

BASELI

NE 
TARGET KINERJA 

PERANGKAT 

DAERAH 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

Capaian realisasi 

keuangan Perangkat 

Daerah 

Persen (Jumlah realisasi keuangan / jumlah 

target pagu anggaran PD) x 100 

ANALISIS 

BAPPERIDA 

0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 Badan Pendapatan 

Daerah 

Persentase Barang Milik 

Daerah (BMD) yang 

berfungsi optimal 

Persen (Jumlah BMD yang berfungsi / Total 

BMD yang tercatat) x 100 

ANALISIS 

BAPPERIDA 

79.20 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 86.00 Badan Pendapatan 

Daerah 

Rasio PAD Persen Jumlah PAD   x 100% Jumlah 
Pendapatan Daerah 

LPPD 24,42 24.50 24.58 24.66 24.75 24.85 25.00 Badan Pendapatan 
Daerah 

Deviasi realisasi PAD 

terhadap anggaran PAD 

dalam APBD 

Persen Nilai absolut dari Total PAD dalam 

realisasi   x 100% 

Total PAD dalam APBD dikurangi satu 

LPPD 18.34 18.00 17.90 17.60 17.30 17.00 16.80 Badan Pendapatan 

Daerah 

Rasio Pajak daerah Persen Jumlah pajak daerah   x 100% 

Jumlah PAD 

ANALISIS 

BAPPERIDA 

49,84 50,34 50,84 50.94 51.00 52.00 53.00 Badan Pendapatan 

Daerah 

Rasio retribusi daerah Persen Jumlah retribusi daerah   x 100% 

Jumlah PAD 

ANALISIS 

BAPPERIDA 

4,53 4,84 5,14 5.24 5.35 5.45 6.00 Badan Pendapatan 

Daerah 

Persentase capaian PAD Persen Jumlah realisasi capaian PAD tahun n   
x 100% 

Jumlah target capaian PAD tahun n 

ANALISIS 
BAPPERIDA 

83,40 83.80 84.00 84.20 84.50 84.75 85.00 Badan Pendapatan 
Daerah 

Rasio Ketertagihan 

Piutang Pajak Daerah 

Persen Jumlah piutang pajak daerah yang 

tertagih   x 100% 
Jumlah seluruh piutang pajak daerah 

ANALISIS 

BAPPERIDA 

5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 Badan Pendapatan 

Daerah 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan dan pelaksanaan tugas 

pokok serta fungsi Bapenda dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi 

acuan bagi seluruh jajaran Bapenda dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) serta 

dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan 

daerah. 

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kemandirian 

fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

Renstra ini juga merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga 

pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian secara periodik 

sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, kondisi sosial ekonomi daerah, serta 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh pegawai dan pemangku 

kepentingan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta dapat memiliki 

komitmen yang kuat untuk bekerja dengan semangat profesionalisme, integritas, dan inovasi 

demi terwujudnya Kabupaten Purwakarta yang maju, mandiri, dan sejahtera. 

 

 

 

 

   

             Purwakarta,          Agustus 2025 

  KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

 KABUPATEN PURWAKARTA 

 

 

 

Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd 

        NIP. 19680911 199302 1 001 
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Partisipasi lebih dari sekadar 

pemanfaatan ini adalah keterlibatan 

aktif dan bertanggung jawab dalam 

membentuk dan berkontribusi pada 

lingkungan digital. Konsep utamanya 

adalah Kewargaan Digital (Digital 

Citizenship), yang terbagi dalam 

dimensi-dimensi berikut (Ribble & 

Miller, 2013): 

-Akses Digital (Digital Access): Upaya 

memastikan kesetaraan akses ke TIK. 

-Komunikasi Digital (Digital 

Communication): Penggunaan TIK 

yang etis dan efektif. 

-Literasi Digital (Digital Literacy): 

Kemampuan untuk menemukan, 

mengevaluasi, menggunakan, dan 

menciptakan konten digital. 

-Etika Digital (Digital Etiquette): 

Standar perilaku yang tepat di 

lingkungan daring (netiket). 

-Hukum Digital (Digital Law): 

Pemahaman akan hak dan tanggung 

jawab hukum di dunia maya (misalnya, 

undang-undang ITE, hak cipta). 

 

Tanggung jawab sebagai warga digital 

dalam memanfaatkan dan 

berpartisipasi dalam lingkungan 

digital 

-Memanfaatkan secara bijak. Tidak 

menyebarkan informasi pribadi orang 

lain tanpa izin (doxing) dan 

menghindari penggunaan bahasa 

yang dapat menimbulkan salah paham 

atau konflik 
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-Mematuhi undang-undang dan 

regulasi digital. Tidak melakukan 

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI), pembajakan, peretasan, atau 

penyebaran konten ilegal (misalnya, 

pornografi , perjudian). Di Indonesia, 

ini merujuk pada UU ITE. 

-Berkomunikasi dengan santun. 

Menghindari cyberbullying, ujaran 

kebencian (SARA), dan flaming 

(provokasi). Memperlakukan orang 

lain di dunia maya seperti di dunia 

nyata. 

-Menghargai hasil karya digital orang 

lain. Selalu mencantumkan sumber  

saat mengutip, menggunakan, atau 

membagikan karya (teks, gambar, 

video) yang bukan milik sendiri. 

 

Kesimpulan: 

Tanggung jawab kita sebagai warga 

digital adalah menjadi pengguna 

internet yang cerdas dan baik. 

Berperilaku Sopan, berbicara dan 

bertindak di dunia maya dengan etika 

yang baik (sopan, tidak menipu, dan 

menghormati orang lain). Jaga diri dan 

data melindungi akun dan informasi 

pribadi agar tetap aman. 

Bijak Memilah Informasi, selalu 

memeriksa kebenaran berita sebelum 

membagikannya. 

Berkontribusi Positif menggunakan 

teknologi untuk belajar, berkarya, dan 

membantu orang lain, bukan untuk 

merusak. 
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Sumber Referensi: 

Ribble, M. & Miller, T. (2013). Digital 

Citizenship in Schools: Nine Elements 

All Students Should Know. 

https://www.pass.net.id/mengenal-

digital-citizenship/ 
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